BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR26TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

bahwa untuk tercapainya visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2016, dilakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2015:

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, maka diperlukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015; -

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



N

10.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950;
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12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daecrah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2006 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 9 );
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30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi  Kewenangan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah  Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah  Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);



37.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);

38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2013
tentang Percepatan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Berita
Daerah  Kabupaten Pemalang Tahun 2013
Nomor 14);

39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 19435.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pemalang.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2016.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.



Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2015 merupakan
landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam
menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015.

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN
KEDUA

BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2015

BAB VI PENUTUP

(2) Uraian mengenai Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran [ yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2015 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II,
III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2015 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyusun
Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan
Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2015;

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyesuaian
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Rencana
Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2015;

c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
ada tanggal 24 - 7 ~ 20/5°

BUPATI ALANG,

JUNAEDI

[Rp—

skretaris| Kepala | Sekda

tadan Badan

Diundangkan di Pemalang PARAF

pada tanggal 24:--7 - 865 HIRARK:

e ——y

A |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG/____

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 26




